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ABSTRAK 
 
Tiara Andri. No. BP : 1010843012. Koordinasi Pemerintah Daerah 
dalam Manajemen Drainase Permukiman Sebagai Upaya Pengurangan 
Resiko Bencana Banjir di Kota Padang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik. Universitas Andalas. Padang. 2014. Dibimbing oleh Drs. Yoserizal, 
M.Si dan Malse Yulivestra, S.Sos, M.AP. Skripsi ini terdiri dari 175 halaman 
dengan referensi 14 buku teori, 4 buku metode, 6 Dasar Hukum, 4 Skripsi 
dan 2 website internet. 
 
Penelitian ini mendeskripsikan tentang Koordinasi Pemerintah Daerah 
dalam Manajemen Drainase Permukiman Sebagai Upaya Pengurangan Resiko 
Bencana Banjir di Kota Padang. 
 
Kajian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan drainase 
permukiman yang mengakibatkan terjadinya banjir di sejumalah kawasan di Kota 
Padang ketika turun hujan. Pengadaan serta pemeliharaan drainase, khusunya 
drainase permukiman tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota Padang.    
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi  dan 
dokumentasi. Teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi 
sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan teori 10 Karakteristik Koordinasi yang efektif yang 
dikemukakan oleh Prof. Dr. Husaini Usman, M.pd, M.T. 
 
Hasil penelitian dengan menggunakan teori 10 Karakteristik Koordinasi 
yang efektif yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Husaini Usman, M.pd, M.T., 
menunjukan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Tata 
Bangunan dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Pihak Kelurahan berjalan 
kurang efektif pada level perencanaan, kurang efektif pada pengorganisasian, 
tidak efektif pada level penggerakan pelaksanaan, serta tidak terjadi koordinasi 
dalam tahap pengawasan pembangunan perumahan. Koordinasi pada tahap 
pemeliharaan drainase permukiman yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum 
dan Pihak Kelurahan sudah berlangsung dengan baik pada level perencanaan, 
pengorganisaisn, penggerakan pelaksanaan, dan pengawasan. Akan tetapi 
keterbatasan dana mengakibatkan tidak adanya penanganan lanjutan terhadap 
drainase. 
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ABSTRACT 
 
 
Tiara Andri. No. BP: 1010843012. Coordinating Drainage Management in 
the Local Government Settlement For Flood Disaster Risk Reduction Efforts 
in Padang. Faculty of Social and Political Sciences. Andalas University. 
Padang. , 2014. Supervised by Drs. Yoserizal, M.Si and Malse Yulivestra, S. 
Sos, M.AP. This thesis consists of 175 pages with 14 references theory books, 
4 book method, the Basic Law 6, 4 and 2 Thesis internet website. 
 
 
This study describes the Local Government Coordination in Drainage 
Management Settlement For Flood Disaster Risk Reduction Efforts in Padang. 
 
This study is motivated by a number of residential drainage problems that 
resulted in flooding in the area in Padang sejumalah when it rains. Procurement 
and maintenance of drainage, especially drainage settlements can not be separated 
from the role of Government of Padang. 
 
This study used a qualitative approach with descriptive type. Data was 
collected by interview, observation and documentation. Techniques that 
researchers use data validity is triangulation. The selection of informants 
conducted by purposive sampling technique. This study uses the theory of 10 
characteristics of effective coordination proposed by Prof.. Dr. Husaini Usman, 
M. Pd, M.T. 
 
The results of the study by using the theory of 10 characteristics of 
effective coordination proposed by Prof.. Dr. Husaini Usman, M Ed, MT, shows 
that the coordination is done by the Department of Spatial Planning and Housing 
Administration Building, Department of Public Works and the Village Party has 
been quite effective at planning level, is quite effective in organizing, is not 
effective in mobilizing the level of implementation, and not coordination occurs 
under the supervision of the construction of housing. Coordinating the 
maintenance phase drainage settlements made by the Department of Public Works 
and the Village had run well at the level of panning, organizing, actuating 
andcontroling. However, limited funds will not result in any further handling of 
the drainage. 
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